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ABSTRACT 
 The Purpose of this research is to find out: principles and characteristics of 
the environmental law , either in regulations or exist in society.  
 The research was done in Bone Regency, South Sulawesi. Data is deriven 
from observations, documentations, and structural interview with 247 respondents 
by using random sampling and free interview with  61 respondents by using 
purposive sampling, and 6 public figures as key respondents and  24 respondents 
from related government office. Analysis data is carried out based on descriptive 
technique.  
 The result showed that: the environmental law principles are conservation 
perinciple; interdependncy, sustainability, equity, environmental security and risk 
principle, environmental awareness education; and international cooperation 
principle. It can be developed also, are principles as pollow is  the principle of 
abatement at the suorce; the best practicable means/technical means; The polluter 
pays principle; stand-still-principle; principle of regional differentiation; strict liability; 
and good governance principles, especially of the good gevernance of 
environmental management. Characteristics of the environmental law is multi 
aspect, and multi disciplinary which environmental conservation oriented  with the 
hollistic approach. It related with the environmental law values (ELV) of the lontarak 
Latoa version, is fairness,  legal implementation priority, integrity, substantial justice 
as a whole a unity which is based on the concept of “relationship system of four 
dimensions” namely, individual and society, nature, government, and God. 
Therefore, the environmental law enforcement, has to use multiaspect, and 
multidisciplinary approach, either in related to damage or environmental pollution.  
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I. PENDAHULUAN 
Ada berapa aspek mendasar dalam kajian dan pengembangan hukum 
lingkungan (HL), di antaranya adalah “prinsip” yang mendasari dan membawanya 
pada suatu sistem hukum tersendiri, dan “karakter” atau sifat yang membawanya 
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pada kesesuaian objek yang diaturnya, yakni masalah lingkungan hidup dalam arti 
luas, khususnya masalah-masalah yang di hadapi dalam perlindungan dan 
penglolaan lingkungan hidup (PPLH). Kedua aspek ini menjadi penting artinya, 
terutama untuk memberi arah dan tuntunan bagi pengembangan hukum 
lingkungan, dan untuk menyesuaikan diri pada pada karakter atau sifat masalah 
lingkungan hidup itu sendiri, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana penunjang 
PPLH yang efektif.  
Hukum lingkungan sebagai salah satu sistem hukum harus dipandang dan 
ditempatkan sebagai “subsistem” dan satu kesatuan dari sistem hukum hukum 
nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip utama yang harus mendasari 
hukum lingkungan (termasuk peraturan perundang-undangan –PPr mengenai 
PPLH) adalah pemikiran dasar yang terkandung dalam UUD 1495 sebagai kaidah 
dasar  yang melandasi PPLH Indonesia dan kebijaksanaan nasional PPLH itu 
sendiri. Hal ini dapat dipahami, oleh karena hukum lingkungan pada hakikatnya 
adalah sarana penunjang bagi PPLH. 
Sebagai sarana penunjang (instrument yuridis) PPLH, hukum lingkungan 
berakar, tumbuh dan berkembangan sesuai dan mengikuti masalah lingkungan 
hidup yang dihadapi. Masalah LH yang dihadapi dalam konteks PPLH pada 
hakikatnya adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yakni masalah 
yang timbul dari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, 
hukum lingkungan harus berguru pada ekologi dengan pendekatan holistik yang 
dianutnya. Hal ini dapat dipahami karena masalah LH bersifat multi kompleks, multi 
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aspek, multi disipliner, antar dan lintas sektoral. Salah satu aspek penting dalam 
kajian dan penerapan hukum lingkungan ialah nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat, terutama dalam penegakan hukumnya, yang secara langsung 
berkaitan dengan kehidupan masrakat setempat.  Tulisan ini memadukan teori dan 
hasil penelitian di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, melallui observasi dan 
wawancara terstruktur dengan 247 responden yang dipili secara acak, dan 
wawancara bebas dengan 61 responden, enam responden khusus dan 24 orang 
dari instansi pemerintah terkait yang diplih secara purposif. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif. 
 
II. PRINSIP DAN KARAKTER 
Prinsip hukum, oleh Danusaputro (1985:122-130) digunakan dalam 
pengertian yang sama dengan asas hukum dan dasar hukum dengan pengertian 
ada hirarki tertentu dari prinsip tersebut. Ada prinsip, dan ada prinsip dari prtinsip 
itu. Menurut Ronal Dworkin (teori content) dalam Salman dan Susanto (2004:93-
94) dalam hukum, prinsip merupakan pertimbangan moral tentang apa yang benar 
dan apa yang buruk, yang meliputi prinsip tentang political morality dan political 
orgazation yang membenarkan pengaturan secara konstitusional, prinsip yang 
membenarkan metoda melakukan  penafsiran menurut undang-undang, dan 
perinsip tentang hak asasi manusia yang substantif untuk membenarkan isi 
keputusan pengadilan. Pemahaman sementara yang dapat diperoleh dari 
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pandangan ini ialah bahwa prinsip hukum lingkungan (HL) adalah prinsip-prinsip 
hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  (PPLH), baik 
dalam konteks nasional, regional maupun internasional. Atas dasar ini, maka 
prinsip HL bagi Indonesia harus digali dari dasar konstitusinal yang melandasi 
PPLH Indonesia.  
Menurut Hardjasoemantri (1985:13 dan 1999:66) “kaidah dasar” PPLH 
Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 pada kalimat 
“…Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..”. 
Ketentuan ini menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk 
kesejahteraan seluruh  rakyat Indonesia dan umat manusia.  Dalam konteks HL 
dan PLH, segenap bangsa Indonesia ini adalah sumber-sumber insani dalam LH 
Indonesia sebagai “komponen manusia” yang membentuk “sosiosistem”. Seluruh 
tumpah darah Indonesia sebagai komponen fisik yang mencakup komunitas benda 
hidup (biotic community) dan komunitas benda mati (abiotic community) yang 
membentuk “ekosistem”. Sosiosistem dan ekosistem pada sejatinya menyatu 
sebagai satu tatanan secara utuh sebagai suatu  “sosioekosistem” yang dalam HL 
dan pembicaraan lain dikenal dengan “lingkungan hidup” (Psl.1:1 UUPPLH). 
Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3), dan Psl. 28H UUD 
1945. Dalam konteks ini segenap bangsa Indonesia bermakna, baik bagi generasi 
sekarang maupun generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip utama HL ialah 
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Pemerintah wajib memelihara dan melindungi SDA dan LH Indonesia untuk 
kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyai Indonesia secara 
berkesinambungan. Hak  setiap orang atas LH yang baik dan sehat merupakan 
bagian dari HAM. Deklarasi, konvensi dan pemikiran mengenai HL dari luar 
hendaknya diartikan dan ditafsirkan dalam kerangka amanat konstitusi tersebut, 
sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam PPLH.  Tentunya, ajaran agama 
(Islam) sangat penting dalam memaknai prinsip tersebut.          
Hardjasoemantri (1999:46) memandang bahwa dalam rangka pengaturan 
tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, Hukum Lingkungan/Hukum Tata 
Lingkungan juga perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik -
AUPB-  (the general principles of good administration). Dengan demikian, diperoleh 
petunjuk bahwa asas-asas (prinsip-perinsip) dalam AUPB/ABBB dimaksud juga 
merupakan bagian dari prinsip HL. Setidaknya, merupakan prinsip yang perlu 
diperhatikan dalam pengaturan dan penegakan HL, sebagian atau secara 
keseluruhan sesuai dengan kondisi yang dihadapi secara nyata. Seperti diketahui 
bahwa AUPB itu mencakup antara lain: asas kepastian hukum (principle of legal 
security); asas keseimbangan (principle of proportionality); asas kesamaan 
(principle of equality); asas bertindak cermat (principle of carefulness); asas 
keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of 
arbitrariness); asas menanggapi harapan yang ditimbulkan (principle of meeting 
raised expectation).  
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 Menurut Marzuki ( 28 & 29 Maret 2003), bahwa ABBB (Algemene 
Beginselen van Behoorlijk Bestuur) merupakan asas-asas (beginselen) umum yang 
hidup dalam masyarakat berkaitan dengan etika-etika pemerintahan yang 
dipandang baik yang kemudian dikaitkan dengan konsep clean governmet dan 
mendorong ke arah good governance, yang oleh  Muchsan (1999:13)  disebut 
sebagai prinsip untuk terciptanya pemerintahan yang baik. ABBB merupakan 
aturan hukum yang tidak tertulis yang mengikat penguasa dalam melaksanakan 
fungsinya. Ia merupakan norma-norma hukum kebiasaan yang tidak tertulis yang 
harus menjadi pedoman bagi penguasa dalam menafsirkan suatu ketentuan PPr, 
termasuk peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan yang akan 
digunakan dalam menetapkan suatu kebijaksanaan. Dalam hal ini, Crince Le Roy 
dalam Muchsan (1999:13-18) mengemukakan sebelas AUPB, sementara 
Purbopranoto (1981:29-30) menyatakan ada 13 asas, yaitu dengan menambahkan 
asas kebijaksanaan (sapientia) dan asas penyelenggaraan kepentingan umum 
(principle of public service). Jadi ada kemungkinan AUPB ini terus bertambah 
sesua dengan tuntutan atau penemuan baru di kemudian hari.  Dari pandangan 
tersebut, dipahami bahwa PLH juga menuntut, setikanya berkepentingan bagi 
terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa yang prinsip-prinsipnya 
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi ia juga menuntut 
terwujudnya pemerintahan yang baik terhadap PLH (good governance of 
environmental management).      
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Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah 
penerapan prinsip–perinsip ekologi dalam  kegiatan  manusia terhadap dan atau 
yang berdimensi LH. Seperti diketahui, bahwa masalah lingkungan hidup adalah 
masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yang intinya terletak pada interaksi 
manusia dengan lingklungan hidupnya. Hukum lingkungan  sebagai salah satu 
sarana penunjang dalam PPLH dalam arti modern, merupakan “hukum yang 
berorientasi dan berguru pada ekologi”, sehingga sifat dan hakikatnya lebih 
mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri (Danusaputro, 1984:87-90). 
Tujuannya adalah “mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan 
lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan sosial budaya” 
(Hardjasoemantri, 1999:42). 
 Caring for the Earth (CE) memandang bahwa HL dalam pengertiannya 
yang luas, adalah sebuah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan. Oleh 
karena itu HL mempersyaratkan standar perilaku sosial dan memberikan ukuran 
kepastian pada kebijaksanaan. Menurut CE, bahwa HL yang pada gilirannya 
didasarkan atas pemahaman ilmiah dan analisis yang jelas mengenai tujuan sosial, 
perlu menetapkan peraturan tentang tindakan manusia, yang apabila diikuti, akan 
mengarah kepada masyarakat yang hidup dalam batas kemapuan bumi 
(Hardjasoemantri, 1999:17-18). Berbicara tentang LH, berarti berbicara tentang 
bumi, karena sejauh kemampuan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai 
manusia tentang kehidupan dengan ukuran dan batasan seperti dikenal di bumi, 
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hanya ada di bumi. Jika ada kehidupan di planet lain, maka ukuran dan batasannya 
akan berbeda (Soerjani, 1988:5). 
 Pemahaman  tersebut sejalan dengan paradigma hukum sosiologis yang 
memberi perhatian sama kuatnya terhadap masyarakat dan  hukum. Cara pandang 
ini sekaligus merupakan kompromi yang cermat antara “hukum tertulis” sebagai 
kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan “living law” (hukum yang hidup) 
sebagai wujud perhatian dan penghargaan tentang pentingnya peranan 
masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum. Paradigma yang didukung 
ole Eugen Ehrlich ini, bertolak dari prinsip pemikiran  bahwa: “hukum yang baik 
adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat” 
(Rasjidi dan Puta, 2003:121-123).  
Hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah sarana penunjang bagi 
pengelolaan lingkungan hidup, maka di samping berguru pada ekologi juga  
dituntut  agar respons secara dinamis terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. 
Menurut Soerjani dkk (1987:189-194), masalah lingkungan sendiri berpokus pada 
penyerasian antara pemanfaatan dan pemeliharaan dalam interaksi manusia 
dengan lingkungannya hidupnya yang menghadapkan pada dua sisi, yakni risiko 
dan kualitas lingkungan.  
Sejalan dengan hall tersebut, menurut  Mattulada (1997:154-156), 
masalah lingkungan berada pada dua sisi sekaligus, aspek alam dan aspek sosial. 
Sebagai masalah ekologi, ia berada pada  tataran ekologi sosial (human ecology) 
yang lazim disebut  ekologi manusia. Oleh karena itu, setidaknya terdapat lima 
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faktor integrasi yang mengaitkam masyarakat dengan ekosistem, yaitu: (1) 
Population (penduduk yang berdiam pada suatu daerah); (2) Tecnological culture 
(perkembangan kebudayaan dalam arti peralatan-peralatan teknik dalam 
kehidupan; (3) Non-material culture (menyangkut adat istiadat dan kepercayaan 
manusia dalam masyarakat itu; (4) penggunaan sumber-sumber alam; dan (5) 
Social functions (pembagian pekerjaan). Dalam interaksi ini,  peranan manusia 
sangat menonjol terutama karena perkembangan budayanya dalam arti luas yang 
memberikan kemampuan yang lebih besar dalam dinamika kehidupan. Hukum 
lingkungan sebagai sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup, dituntut pula 
untuk menjangkau atau berakar pada pokok masalah lingkungan secara 
substansial, baik sebagai social engineering maupun sebagai pengikut perubahan 
sosial yang dinamis. Melepaskan diri dari akar masalah, akan menghadirkan 
ketidakefektifan hukum, bahkan dapat menimbulkan kekacauan (Alkostar dan 
Amin, 1986: 131-132).                 
Dalam konteks tersebut, menurut Emil Salim (1988: 25 dan 26)  visi 
lingkungan (Environmental Vision) menggambarkan sikap dan penglihatan 
terhadap lingkungan hidup dan merupakan unsur yang fundamental dalam rangka 
PLH yang berorientasi pada pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup 
atau “eco-development”. Dalam kajian-kajian lingkungan hidup, upaya  demikian 
disebut pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan.  
 Kusumaatmadja (1975: 4 & 19) yang merupakan peletak dasar hukum 
lingkungan di Indonesia, menggunakan istilah “keinsafan lingkungan”  dalam 
 11 
mempersoalkan pengaturan masalah LH guna mewujudkan keseimbangan antara 
pembangunan ekonomi dengan upaya pemeliharaan lingkungan hidup. 
Danusaputro (1985:190) memakai istilah   “kesadaraan  lingkungan hidup” 
(“environmental awareness” atau  “environmental oriented”), hukum lingkungan 
harus merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum 
lingkungan modern. Hardjasoemantri (1999: 5, dan karya-karya lainnya tetang HL) 
menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup 
untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyerasian antara pemanfaatan 
dan pelestarian fungsi SDA dan LH secara berkelanjutan. Kondisi ini berlangsung 
dalam kesatuan pengertian dan bahasa sebagai suatu sikap dan tanggapan baru 
dalam menghadapi setiap masalah lingkungan hidup. Sumarwoto (1994 : 98) 
menggunakan  istilah “citra lingkungan hidup”. Substansinya, sama dengan  visi 
lingkungan  ataupun wawasan lingkungan hidup, yaitu mencakup prinsip-prinsip 
ekologi yang dapat mengandung  kearifan ekologi atau kearifan lingkungan hidup. 
Aplikasinya, adalah juga berwawasan lingkungan hidup. Hal yang sama juga 
digunakan oleh Soerjani (1994: 14). Di sinilah kaitannya dengan hukum lingkungan 
yang berorientasi pada perilaku berwawasan lingkungan dalam berbagai aspek 
kegiatan manusia (Pasal 2 dan Pasal 3 UUPPLH).  
Ketika manusia mulai memasuki kehidupan dalam dunianya, ia pun 
menatap lingkungan hidupnya. Ia mengenal hal-hal yang ada di luar dirinya seperti 
matahari, bulan dan bintang dengan segala hukum-hukumnya, terbit, terbenam, 
siang dan malam, dsb. Manusia mendapat pengetahuan tentang lingkungan 
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hidupnya, dan benda-benda alam dalam lingkup “indra kehidupannya”. Ia 
memikirkan tentang alam dan dirinya. Dapat ditambahkan bahwa  kehidupan dan 
peradaban masyarakat Bugis dituntun oleh ajaran atau paham “Sulapa’ Eppe’e, 
yang salah satu dimensinya ialah menyangkut hubungan manusia dengan alam, 
yang dalam pengertian sempit ialah LH (Mattulada, 1997: 83-86). 
UUPPLH (UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup) antara lain menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan tanggung jawab Negara, berkelanjutan dan manfaat untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Pasal 2 
dan Pasal 3 UUPPLH). Dengan sasaran tercapainya keselarasan, keserasian, dan 
keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta terewujudnya manusia 
Indonesia yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan 
hidup (Pasal 68 dan Pasal 70 UUPPLH). Ditegaskan pula bahwa “setiap orang 
mempunyai  hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Pasal 65 
ayat (1) UUPPLH), dan “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi 
lingkungan hidup...” (Pasal 67 UUPPLH). Dalam konteks pelaksanaannya, 
“Pemerintah ... tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 70 UUPPLH). 
Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa dalam PPLH 
wajib diperhatikan secara rasional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai- nilai 
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya perhatian terhadap 
masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada SDA yang terdapat 
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di sekitarnya. Dalam hal ini, nilai-nilai agama dan adat istiadat harus tetap 
dihormati. Adapun hak-hak warga masyarakat terhadap LH tersebut telah 
ditegaskan pula sebagai salah satu aspek HAM (Pasal 28H UUD 1945). 
Penegasan ini berkaitan dengan makna Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945  
serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 khususnya dalam konteks PPLH dan 
pemanfaatan SDA yang ada padanya. Untuk itu, salah satu upaya yang harus 
ditempuh ialah meneliti dan memaknai nilai-nilai, adat istiadat dan hak-hak atau 
kepentingan masyarakat yang berdimensi lingkungan hidup. 
       Hukum lingkungan pada dasarnya dibangun dan dikembangkan untuk 
mewujudkan keserasian hubungan antar manusia dan lingkungngan hidupnya, baik 
LH fisik maupun LH sosial budaya dalam dan menurut kondisi sosioekosistem (LH 
manusia). Oleh karena itu ia harus berguru pada ekologi dan berakar pada pokok  
masalah lingkungan hidup, yakni interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya.  
      Danusaputro (1984:46-48) memandang bahwa 26 prinsip pada Deklarasi 
Stockholm 1972 merupakan prinsip-prinsip (asas-asas) politik atau kebijaksanaan 
tentang PPLH, yakni perlindungan dan pengembangan LH. Jadi deklarasi tersebut 
bukan deklarasi prinsip hokum lingkungan, tetapi deklarasi tentang kebijaksanaan 
PPLH. Di antaranya memang terdapat prinsip tentang HL, tetapi untuk menjadi 
prinsip  HL perlu dituangkan dalam perangkat hukum dengan ciri khusus 
menggunakan pendekatan utuh menyeluruh, karena HL berorientasi pada 
kepentingan LH yang sifat dan pendekatannya komprehensif integral. 
Dikemukakan pula (Danusaputro, 1985:85-87&122-230),  bahwa  hanya prinsip 22 
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(jo 17 dan 21) dari Deklarasi Stockholm  yang merupakan prinsip HL, yakni bahwa 
negara-negara akan bekerja sama dalam mengembangkan mengenai tanggung 
jawab hukum dan ganti kerugian atas pencemaran atau perusakan LH yang brsifat 
lintas wilayah negara. Prinsip HL yang perlu dikembangkan antara lain adalah 
tentang tanggung jawab negara, tentang perlindungan kepentingan umum; dan 
tentang eksploitasi SDA. Pandangan ini dapat dihubungkan dengan gagasan 
Experts Group on Environmental Law (Kelompok Ahli Hukum Lingkungan) 
bentukan WCED 1985, bahwa prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan 
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan meliputi prinsip hukum umum, hak 
dan kewajiban mengenai  antara lain hak fundamental manusia atas LH yang 
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia; Konservasi SDA dan LH 
untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang (Hardjasoemantri, 1999:16).    
      Sejalan  dengan kompeksnya masalah lingkungan hidup yang multi aspek dan 
lintas sektoral tersebut,  menurut Hardjasoemantri (1999:13-16), WCED (World 
Commission on Environment and Development) mendekati masalah lingkungan 
dan pembangunan dari “enam sudut peneropongan”, yaitu (1) Keterkaitan 
(interdevendency), mengingat  sifat masalah LH yang saling terkait, memerlukan 
pendekatan lintas sektoral dan antar negara; (2) Berkelanjutan (sustainability), 
mengingat berbagai kegiatan sektoral yang memerlukan adanya pelestarian fungsi 
dan kemampuan SDA; (3) Pemerataan (equity), yang ditujukan untuk memberi 
kesempatan memperoleh SDA secara merata. Setiap orang berhak dan 
berkewajiban berperan serta dalam PLH; (4) Sekurity dan Risiko Lingkungan, yakni 
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memperhitungkan dampak negatif suatu kegiatan dalam pembangunan 
berwawasan lingkungan; (5) Pendidikan dan komunikasi yang berwawasan 
lingkungan; dan (6) Kerja sama internasional, guna lebih meningkatkan 
kemampuan menanggapi pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip hukum 
untuk melindungi LH dan pembangunan berkelanjutan (WCED) meliputi prinsip 
hukum umum, hak dan kewajiban mengenai: hak fundamental manusia atas LH 
yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup; konservasi SDA dan LH; 
pelestarian keanekaragamann hayati dan ekosistemnya; penetapan baku mutu 
lingkungan tertentu; pembuatan AMDAL sebelum usaha dijalankan; pemberitahuan 
tepat waktu akses dan hak masyarakat berkaitan dengan suatu kegiatan yang 
berdimensi SDA dan LH; konservasi SDA dan LH merupakan bagian integral 
pembangunan nasional; dan penggunaan secara wajar dan adil SDA lintas batas.  
Pada tingkat nasional, setiap sistem hukum untuk pembangunan berkelanjutan 
perlu menetapkan: penerapan dari precautionary principle (perinsip pencegahan) 
dan penerapan dari teknologi terbaik; penerapan insentif dan disinsentif ekonomi 
berdasarkan pajak, pungutan dll;  persyaratan bahwa semua pembangunan dan 
kebijaksaan baru dilengkapi AMDAL; persyaratan audit lingkungan secara berkala; 
pemanfaatan efektif; memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat 
akses pada AMDAL, dan informasi lainnya (Hardjasoemantri, 1999:18-19). 
   Peraturan Perundang-undangan PPLH berfungsi merefleksikan dan 
merealisir tujuan PPLH yang digariskan dalam kebijaksanaan PPLH.  Asas-asas 
kebijaksanaan lingkungan merupakan dasar kebijaksanaan untuk HL, ia 
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merupakan pangkal tolak PPr LH yang harus dijadikan acuan dalam setiap upaya 
perumusan aturan hukum dalam PPr agar dapat berfungsi secara maksimal 
(Wijoyo, 2005a:139-140). Ini berarti bahwa  “general principles of environmental 
policy” harus dipandang sebagai prinsip hukum lingkungan, yang harus mendasari 
PPr  tentang PPLH dalam arti luas. Menurut Wijoyo (2005a:141-165), bahwa dari 
beberapa literatur, diperoleh petunjuk bahwa prinsip-prinsip kebijaksanaan LH itu 
mencakup: (1) Prinsip penanggulangan pada tempatnya (“principle of abatement at 
the suorce”=”het beginsel van de bestrijding aan de bron”) yang memberikan 
prioritas pada penanganan masalah LH secara preventif yang dikaitkan dengan 
perizinan bagi berbagai kegiatan; (2) Prinsip sarana praktis yang terbaik/sarana 
teknis yang terbaik (“the best practicable means”=”the best technical means”); (3) 
Prinsip pencenar membayar (“The polluter pays principle” = “het beginselde 
vervuiler betaalt”); (4) Prinsip cegat-tangkal (“stand-still-principle” = “het-stand-still 
beginsel”); (5) Prinsip perbedaan regional (“principle of regional differentiation” = 
“het beginsel van de regionale differentiatie”) yang menekankan bahwa PPLH 
dilakukan sesuai dengan kenyataan tentang adanya ketidaksamaan wilayah. 
Situasi dan kondisi LH berbeda menurut daerahnya, sehingga dibutuhkan 
kebijaksanaan LH yang sesuai dan ditujukan kepada daerah setempat; dan (6) 
prinsip beban pembuktian terbalik (“het beginsel van de omkering van de 
bewijslast”) yang menekankan bahwa barang siapa yang melakukan kegiatan wajib 
membuktikan bahwa ia tidak merugikan LH atau memang merugikan. 
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Prinsip-prinsip tersebut dapat (bahkan harus) dirujuk pada komponen dasar 
PLH (Wijoyo, 12-4-2006) dalam konsep hukum lingkungan (integrated 
envirinmental management system) yang bergerak pada aspek: (1) kebijakan LH 
(environmental policy); (2) pengaturan HL (environmental legislation/regulation); (3) 
kelembagaan PLH (environmental institution); (4) sarana PLH (environmental 
instruments); (5) penerapan hukum (implementation); dan (6) penegakan HL 
(environmental law enforcement). Sampai di sini tampak bahwa prinsip-prinsip HL 
berkaitan atau mencakup komponen kebijakan, pengaturan dan penegakan HL 
dalam arti luas yang berarti juga terkait dengan instumen atau sarana penunjang. 
Adapun mengenai kelembagaan tampaknya kurang mendapat penekanan.   Dapat 
ditambahkan bahwa dalam kajian ini, istilah “penerapan” hukum dan “penegakan” 
hukum digunakan dalam makna yang sama (mengikuti ajaran Hardjasoemantri, 
1999:375-376), yakni mengenai penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup 
penegakan preventif dan penegakan refresif dengan berbagai jalur dan sanksinya. 
Pemaknaan ini sejalan juga penegakan hukum versi lontarak Latoa yang menganut 
penegakan hukum (bicara) dalam arti luas, bahkan termasuk sosialisasi dan 
pemberian contoh. Dalam hal ini, HL sendiri dipandang sebagai  salah satu 
instrumen atau sarana penunjang dalam PPLH di samping sarana penunjang 
institusi dan keuangan (Danusaputro, 1994:87 dan 1985:116).  Mengenai 
kelembagaan PPLH dalam kaitannya dengan NHL versi lontarak Latoa, dapat 
dirujuk pada unsur ade’ (pegawai/pejabat resmi negara, pen). 
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Dialog antara Mangkau’e (Raja Bone) dengan Kajao Laliddong (Lamellong)  
dalam Lontarak (Latoa:1-4), mengungkapkan bahwa appongnna accae lempu’e, 
sabbinna accae gau’e, sabbinna lempue obbie (sumber kecendekiawan atau 
kepintaran adalah kejujuran, bukti kepintaran adalah perbuatan, dan bukti kejujuran 
adalah seruan, pen).  
Dalam kaitan ini, sumber SA247 menunjukkan bahwa sampai dewasa ini, 
ajaran tersebut masih hidup dalam alam pikiran masyarakat seperti tampak pada 
Tabel 1. Mereka memandang dan meyakini, bahwa kehidupan masyarakat  akan 
lebih baik jika pemimpin (kepala desa ke atas) dan para penegak hukum mau dan 
mampu berlaku jujur, adil dan konsisten.   
 
     
Tabel 1 
Pandangan warga tentang faktor yang diperlukan untuk memelihara 
kelestarian fungsi LH (Wanuwa tetap terpelihara) (N=247). 
 
No. Indikator F % 
1. Aturan Hukum yang baik 50 20,24 
2. Pemerintah – Aparat hukum yang jujur dan tegas.  120 48,58 
3. Penegakan Hukum yang baik dan adil  73 29,55 
4. Tidak berpendapat 4 1,26 
 Total 247 100 
Sumber : Data Primer, 2005 
 
Lebih tagas lagi pappaseng (Latoa:20) yang menyatakan ”… iyapa nariaseng 
onrong madeceng wanuwae,… engkapa arung ri wanuwae namalempu,…” 
(barulah dapat dikatakan tempat tinggal yang baik suatu negeri (wanuwa) apabila 
ada raja/pemimpin  yang jujur dalam negeri tersebut, pen). Ajaran leluhur ini,  
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 Tabel 2 Kepercayaan warga masyarakat terhadap aparat penegak hukum, 
khususnya hukum lingkungan (N=247). 
 
No. Indikator F % 
1. Ya, dapat dipercaya 81 32,79 
2. Ya, Sebagian dapat dipercaya 132 53,44 
3. Sedikit saja yang dapat dipercaya 25 10,12 
4. Tidap percaya/sulit untuk dipercaya 2 0,81 
5. Tidak berpendapat 7 2,83 
 Total 247 100 
Sumber : Data Primer, 2005. 
ternyata juga masih mewarnai alam pikiran atau pandangan warga masyaraka 
dewasa ini (Tabel 2). Kenyataan ini menunjukkan bahwa salah satu karakter 
hukum lingkungan ialah merambah alam pikiran dan nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat, baik yang terkandung dalam Lontarak Latoa maupun yang 
eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Atas dasar itu, maka 
pengembangan dan penegakan hukum lingkungan yang responsif harus berbasis 
pada nilai-nilai hukum, setidaknya harus ememberi tempat dan ruang gerak bagi 
nilai-nilai hukum tersebut.  
III. PENUTUP 
  Prinsip hukum lingkungan bertitik tolak pada amanat UUD 1945, 
kebijaksanaan PPLH nasional, dan dengan penyesuaian pada perkembangan 
global-internasional yang juga merupakan faktor penting dalam PPLH. Dengan 
demikian, “prinsip HL” yang harus dikembangkan adalah: Prinsip tanggung jawab 
Negara, hak atas LH adalah bagian dari HAM, prinsip konservasi; Prinsip 
keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan, Sekurity dan Risiko Lingkungan, 
Pendidikan dan komunikasi yang berwawasan lingkungan; dan prinsip Kerja sama 
internasional. Juga perlu dikembangkan:  Prinsip penanggulangan pada tempatnya 
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(“principle of abatement at the suorce”); Prinsip sarana praktis/teknis yang terbaik 
(“the best practicable means/technical means”); Prinsip pencenar membayar (“The 
polluter pays principle”); Prinsip cegat-tangkal (“stand-still-principle”); Prinsip 
perbedaan regional (“principle of regional differentiation”); dan prinsip beban 
pembuktian terbalik; serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. 
Adapun karakter hukum lingkungan adalah multi aspek dan multi disipliner 
yang berorientasi pada pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup 
dengan pendekatan utuh menyeluruh (holistik). Ia juga haru merupakan hukum 
yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern. Ini 
berarti, bahwa ia terkait dan harus sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat. Karakter NHL versi Lontarak Latoa  dan realitas sosialnya, 
diantaranya:, kejujuran; religius; mengutamakan pelaksanaan hukum; keteladanan; 
dan keseimbangan, yang merupakan prasyarat bagi tercapainya  kebenaran dan 
keadilan substansial (tongeng) sebagai suatu kesatuan subsistem yang utuh 
berdasar dan berpuncak pada Sulapa’ Eppa’e (sistem hubungan empat dimensi). 
Dalam konteks kekinian, konsep “Sulapa’ Eppa’e” ini harus dimaknai dan ditambah 
dengan dimensi hukum, ilmu dan teknologi sehingga bermakna sistem hubungan 
tujuh dimensi. Dengan demikian, dalam penegakan hukum lingkungan, juga mutlak 
digunakannya pendekatan multi aspek dan multi disipliner, baik berkaitan dengan 
perusakan maupun dengan pencemaran lingkungan hidup.  
Demikian uraian singkat ini, semoga ada manfaatnya, terutama bagi 
pengembangan hukum lingkungan yang responsif dan pada gilirannya bermanfaat 
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bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup, setidaknya upaya ini mengendung nilai 
ibadah. Amin.   
 Ctt. Diedit 30 juni 2009. 
m. yunus wahid 
                                   Makassar, 1 Agustus 2007. 
     Penulis, 
 
                                            Dr. A. M. Yunus Wahid, SH., MSi. 
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